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Skripsi ini berjudul Politik dan Keadilan Air (Studi Tentang Disparitas 
Pelayanan PDAM di Masyarakat Perkotaan Kabupaten Mamuju). Judul ini 
dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis terhadap apa saja yang menjadi disparitas 
dalam pendistribusian air di daerah perkotaan Mamuju. Pokok masalah penelitian ini 
adalah memaparkan masalah disparitas dalam pendistribusian air di Kabupaten 
Mamuju serta implikasi apa saja yang dirasakan oleh masyarakat. Rumusan masalah 
yang di kaji dalam penelitian ini meliputi bentuk disparitas pelayanan PDAM dan 
implikasi disparitas pendistribusian air ke masyarakat. Tujuan dari skripsi ini adalah 
untuk menganalisis pokok masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data 
sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
kepustakaan dan dokumentasi. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis 
menggunakan lima teori yaitu Teori Keadilan, Pengelolaan Sumber Daya Air 
Terpadu, Distribusi Sumber Daya Alam, dan Pelayanan Publik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk disparitas yang terjadi 
adalah masyarakat Mamuju aliran airnya masih jarang didapatkan, dan kadangkala air 
yang mengalir juga tergolong tidak bersih sehingga tidak memungkinkan untuk 
digunakan pada kebutuhan rumah tangga, sehingga pendistribusian air yang secara 
kuantitas dan kualitas masih belum merata. Air masih menjadi masalah utama bagi 
masyarakat kota Mamuju, baik dari segi kelambatan hingga pada ketidak-merataan 
pendistribusian; serta implikasi yang dirasakan yaitu terdapat beberapa wilayah yang 
kurang maksimal mendapatkan aliran air terutama pada daerah dataran tinggi atau 
pegunungan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa pemerintah dan PDAM 
Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju dapat mengeluarkan kebijakan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan air bersih yang dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat 
dan masyarakat bisa bekerja sama dengan cara tidak melakukan tindak kecurangan 






A. Latar belakang  
Air adalah karunia Tuhan. Air adalah rahmat bagi kehidupan ummat manusia di 
bumi. Mensyukuri rahmat dan karunia Tuhan ini tentu saja merupakan hal yang 
diperlukan dalam menyikapi segalah persoalan yang terkait dengan air dan 
pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umat manusia, tetapi jelas hal 
ini tidak cukup untuk menjawab tantangan yang ada. Secara objektif sudah diketahui 
air adalah materi yang sangat berlimpah didapatkan di bumi ini sebagai senyawa 
kimia yang terdiri atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen atau dikenal H2O. 
Kenyataan ini yang menjadi alasan mengapa bumi disebut juga sebagai planet air, dan 
hal ini dengan nyata terlihat melalui pandangan dari satelit. Stemasi terakhir terhadap 
total air dibumi adalah 1,4M Kubit dengan 2,5% nya sebagai air tawar dengan sisanya 
97,5% adalah air asing. Pengatahuan jumlah air dibumi ini sama saja dengan 
memahami air sebagai karunia Tuhan dan rahmat sebagai kehidupan manusia, karena 
memang dari informasi demikian tidak ada secara operasional dapat dilakukan. Oleh 
karena itu di perluakan definisi operasional tentang segala sesuatu mengenai air 
dengan segala aspeknya, baik air sebagai komoditi maupun air sebagai sumber daya.1 
Sebagaimana difirmankan oleh Allah swt, didalam QS Al-Baqarah/: 164. 
                                                           
1 P.E Hehanussa dkk, Transformasi Kebijakan Pengelolaan SumberDaya Air, Jakarta: Lipi 
Press, h. 23-24. 
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164.  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna 
bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan 
air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi 
itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan 
antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan 
kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.2 
 
Allah telah menjadikan bukti-bukti sebagai pertanda wujud dan ketuhanan-Nya 
bagi mereka yang mau mempergunakan akalnya untuk berpikir. Di antara bukti itu 
adalah langit yang tampak olehmu, bintang- bintang yang beredar padanya secara 
teratur, tidak saling mendahului dan bertabrakan, yang sebagian memancarkan cahaya 
bagi alam ini. Bumi yang terdiri atas laut dan daratan, silih bergantinya siang dan 
malam serta manfaat yang terkandung di dalamnya. Kapal-kapal mengarungi 
samudera, mengangkut manusia dan kekayaan. Siapa yang membuatnya berlayar 
selain Allah? Dia mengirimkan angin, menerbangkan awan, mencurahkan hujan, 
menghidupkan binatang, menyiram bumi dan menumbuhkan tanaman. Dia 
mendatangkan angin dari tempat berhembus yang berbeda-beda, menjaring awan 
                                                           
2 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 25 
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yang tergantung di antara langit dan bumi. Apakah hukum yang sedemikian teratur 
dan teliti itu ada dengan sendirinya ataukah diciptakan oleh Zat Yang Mahatahu lagi 
Mahakuasa? Ayat tersebut di atas telah terlebih dahulu mengisyaratkan fakta ilmiah 
yang belakangan baru terungkap oleh ilmu pengetahuan modern, bahwa alam semesta 
ini sarat oleh benda-benda langit. Ayat di atas berisi perintah untuk mengamati fakta-
fakta ilmiah yang ada di jagat ini, termasuk di dalamnya penciptaan berjuta gugusan 
bintang yang jaraknya sangat berjauhan satu sama lain, planet-planet yang ada di 
dalamnya serta hukum Allah yang mengatur semuanya. Juga perputaran (rotasi) bumi 
pada porosnya yang melahirkan siang dan malam. Kemudian ayat di atas 
menyinggung sarana transportasi laut, lalu mengarahkan perhatian pada proses 
terjadinya hujan dalam siklus yang berulang-ulang, bermula dari air laut yang 
menguap berkumpul menjadi awan, menebal, menjadi dingin dan akhirnya turun 
sebagai hujan yang merupakan sumber kehidupan di bumi. Juga disinggung pula 
tentang angin dan perputarannya. Dengan penjelasan-penjelasan semacam itu 
semestinya orang yang benar-benar mengamati akan bisa meraba adanya kekuasaan 
Allah di balik itu semua.3 
Dipahami bahwa air merupakan sumber penghidupan bagi ummat manusia dan 
segala jenis makhluk hidup lainnya. Allah menurunkan hujan untuk memenuhi 
kebutuhan akan air yang menjadi sangat prioritas. Oleh karenanya pengembangan air 
harus selalu optimal demi memenuhi kebutuhan akan air di masyarakat sebagai 
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anugerah dari Tuhan untuk manusia. Air menjadi sebuah realitas nyata dalam 
menunjang kehidupan sebab dalam manifestasi ayat suci banyak penjelasan mengenai 
pentingnya air, sebagaimana juga dijelaskan dalam QS Ibrahim: 32  Allah swt 
berfirman:  
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Terjemahnya: 
“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi menurunkan air hujan dari 
langit, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan 
menjadi rezki untukmu, dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya 
bahtera itu berlayardi lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan 
pula bagimu sungai-sungai.”4 
Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya masing-
masing, dan menurunkan air yang deras dari awan, untuk mengeluarkan rezeki kalian 
berupa buah-buahan dari tanaman di kebun dan pepohonan. Hanya Dia juga yang, 
dengan kehendak-Nya, menundukkan perahu untuk kalian, hingga melaju di lautan, 
mengangkut harta dan barang dagangan kalian. Hanya Dia yang menundukkan 
sungai- sungai berair tawar, agar kalian memanfaatkannya untuk minum dan mengairi 
tanaman.5 
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Kedua ayat ini jelas merepresentatifkan kebutuhan akan air yang paling utama 
dalam kehidupan sehari-sehari, air menjadi basis penghidupan yang seyogyangya 
harus memenuhi semua aspek kebutuhan manusia tanpa terkecuali. Di era kekinian, 
pendistribusian air bersih telah diatur oleh negara yang di harapkan mampu secara 
keseluruhan dapat terealisasi, merata dan optimal dimasyarakat. 
Selama ini pengelolaan sumber daya air selalu dikaitkan dengan bagaimana 
memenuhi  kebutuhan air untuk berbagai penggunaan seperti air minum, pangan dan 
bentuk penggunaan lainnya, dan ini akan tetap menjadi kebutuhan utama. Jika 
harapan manusia untuk meningkatkan taraf hidup tidak dapat di penuhi, maka 
kemungkinan hidup selaras dalam masyarakat juga akan ikut musnah. Dalam kondisi 
demikian sangat penting untuk berharap bahwa penggunaan secara rasional dan bijak 
atas air dan sumberdaya alam lainnya  dapat di lakukan dengan berhasil. Pada saat 
yang sama harus di kenali bahwa air diperlukan lebih dari sekedar untuk air minum 
dan untuk proses produksi pangan atau produk industri lainnya, air juga di perlukan 
untuk menjamin kelansungan fungsi dari berbagai jasa lingkungan dalam ekosistem 
alami. Kesejahteraan umat manusia akan dipertaruhkan kecuali sumberdaya air dan 
dimanfaatkan dengan cara-cara yang  bijak tidak mengurangi produktivitas jangka 
panjang dalam ekosistem sebagai sistem penunjang kehidupan, dan jasa-jasa 
lingkungan yang ada.6 
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Pemerintah harus mengelola sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Sehingga Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan penanganan 
integral yang mengarahkan kita dari pengelolaan air sub-sektor ke sektor silang. 
Secara lebih spesifik pengelolaan sumber daya air terpadu di defenisikan sebagai 
suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air, 
tanah dan sumber daya terkait dalam rangka tujuan mengoptimalkan resultan 
ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu 
kestabilan dari ekosistem penting.7Seperti dijelaskan pada Hadis Rasulullah saw 
bahwa air bagian integral dari kehidupan manusia, dan orang-orang muslim itu 
sesungguhnya berserikat dengan air sebagai kebutuhan paling utama. Penjelasan 
Hadis adalah sebagai berikut. 
Artinya: 
Ali Bin Ja’di al-Lu’lui menceritakan kepada kami, dikabarkan dari hariz bin 
Utsman, dari Hibban bin Zaid al-Syar’abi, dari seorang laki-laki pada awal 
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Affset, 2010,. h. 232. 
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tahun hijrah, diceritakan oleh Musaddad, oleh Isa bin Yunus, oleh Hariz bin 
Utsman, oleh Abu Khidzasy, dan lafadz ini adalah lafadz Musaddad, 
sesungguhnya dia telah mendengar dari salah seorang sahabat Nabi pada 
perang berkata, Nabi Saw bersabda: “Orang-orang Muslim itu berserikat 
dalam tiga hal, yaitu air, rumput dan api”. (HR. Abi Daud)8 
 
Tubuh manusia sebagian besar diciptakan dari air, kebutuhan vital manusia 
adalah air, sesuai penjelasan hadis diatas bahwa manusia tidak terlepas dari 
ketergantungan air sebab itulah manusia itu dikatakan berserikat dengan air. Air 
bersih harus selalu tersedia guna mempertahankan kelangsungan hidup manusia. 
Keterikatan secara integral air dan manusia menjadi pokok utama dalam kehidupan 
sehari-sehari, olehnya keperluan akan air menjadi dasar utama. Untuk menjamin 
masyarakat mendapatkan air setiap harinya, pemerintah harus selalu bekerja optimal 
dalam pengelolaan air dan mendistribusikan air secara merata. 
Guna mendapatkan air bersih diperlukan perencanaan, desain, cara 
pengumpulan, pemurnian, transmisi, dan distribusi yang baik. Demikian halnya yang 
dilakukan oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Mamuju. PDAM Mamuju 
adalah sebuah perusahaan yang mengelola dan mensuplai kebutuhan air bersih untuk 
wilayah Mamuju. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, PDAM 
Mamuju terus melakukan perbaikan pelayanan dengan meningkatkan kualitas air 
yang dikirim, menambah jumlah kapasitas produksi dan juga melalui perbaikan-
perbaikan sistem jaringan distribusi. 
                                                           
8Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats al-Sajistany, Sunan Abu Daud, Juz II, Beirut : Dar al-
Fikr, 1994,. h. 146-147 
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Secara umum terlihat bahwa PDAM kota Mamuju sudah bekerja dengan 
mendistribusikan air ke rumah masyarakat, pengelolaan air di Mamuju diharapkan 
dapat secara optimal mengalir ke rumah masyarakat sesuai kebutuhan sehari-hari. 
PDAM Kota Mamuju dalam pencapaiannya telah merambet banyak prestasi dari hasil 
kerja pengelolaan air di kota Mamuju. 
Hal ini tampak di PDAM Kota Mamuju, yang telah banyak mendapatkan 
prestasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air Mineral. Namun disisi lain, berdasarkan 
pengamatan awal yang menjadi nalar pikir dalam penelitian ini masih terdapat 
disparitas pelayanan yang menyebabkan ketidakefektifisan pendistribusian air 
sehingga kemerataan dan keadilan air tidak dalam perwujudan yang layak.  Prestasi 
yang diperoleh PDAM kota Mamuju belum semulus pendistribusian air yang 
dilakukan, hal ini terdapat kesimpangsiuran. Berdasarkan isu sosial yang berkembang 
masyarakat, air masih menjadi masalah utama, baik dari segi kelambatan hingga pada 
ketidak-merataan pendistribusian air yang dirasakan masyarakat kota Mamuju. 
Hipotesa ini berkaitan dengan penjelasan QS. Annisa ayat/: 58 sebagai berikut:  
 
* ¨β Î) ©! $# öΝ ä. ã ãΒù' tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’n<Î) $ yγ Î=÷δ r& # sŒ Î)uρ ΟçF ôϑs3ym t÷ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θ ßϑä3øtrB 
ÉΑô‰yè ø9 $ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# $−Κ Ïè ÏΡ / ä3ÝàÏè tƒ ÿ Ïµ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ Jè‹Ïÿxœ # ZÅÁ t/ ∩∈∇∪  
 
Terjemahnya: 
58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
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memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.9 
 
Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, 
untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang 
berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan 
hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan 
pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa 
yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang 
melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan 
hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.10 
Sesuai penjelasan ayat diatas, keadilan air sepenuhnya harus dirasakan 
masyarakat. Konsekuensi logis dari pencapaian prestasi yang didapatkan PDAM kota 
Mamuju mestinya berbanding lurus dengan implementasi dilapangan. Namun 
kenyataan masih tak sesuai harapan, disparitas antara prestasi dan implementasi kerja 
masih patut di pertanyakan sesuai isu-isu yang berkembang, juga kemerataan yang 
masih jauh dari keadilan distribusi air ke masyarakat. 
Isu yang berkembang dan kenyataan di lapangan bahwa kinerja dari praktek 
kerja belum memperoleh kepuasan dari masyarakat. seperti pembagian air yang tidak 
merata, kejernihan air  dan kebocoran pipa-pipa saluran air dan kurangngnya alat 
PDAM untuk lebih menunjang efektifitas kerja. Tidak optimalnya distribusi air ke 
                                                           
9Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 88 
10Tafsir Al-Misbah di unduh pada situs risalahmuslim.id pada tanggal 20 Desember 2018 
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rumah-rumah warga menjadikan penilaian yang bersifat negatif terhadap PDAM 
Mamuju.  
Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul dan menganalisis secara 
mendalam mengenai “Politik dan Keadilan Air (Studi tentang Disparitas keberhasilan 
PDAM terhadap Pelayanan di Masyarakat Perkotaan Kab. Mamuju). Sebagai 
fenomena yang terkonstruksi dalam wacana sosial, stigma yang lahir dari isu-isu yang 
ada menjadi sebuah permasalahan besar yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. 
Penelitian ini diharapkan mampu membuka ruang aspirasi kepada pihak PDAM 
Mamuju untuk masyarakat agar wacana yang ada di dalam kehidupan sosial Kota 
Mamuju mengenai keadilan air dapat terjawab dan terealisasi dengan baik. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana bentuk disparitas mengenai pelayanan PDAM kepada 
masyarakat perkotaan kabupaten Mamuju? 
2. Bagaimana implikasi disparitas pendistribusian air PDAM kepada 
masyarakat perkotaan kabupaten Mamuju? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Untuk mengetahui bentuk disparitas politik pelayanan PDAM kepada 
masyarakat perkotaan kabupaten Mamuju. 
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b. Untuk mengetahui implikasi disparitas pendistribusian air PDAM kepada 
masyarakat perkotaan kabupaten Mamuju. 
2. Manfaat 
a. Teoritik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa UIN 
Alauddin khususnya mahasiswa yang ada di jurusan Ilmu Politik untuk dapat 
memberikan sumbangan pemikiran jika ingin meneliti lebih jauh dan mendalam 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 
b. Praktik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan 
bagi pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan lebih memperhatikan 
kepentingan publik. 
D. Kajian Pustaka 
Untuk menjawab masalah-masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini, 
maka perlu dilakukan tinjauan pustaka, guna mendapatkan kerangka konsep untuk 
mempermudah dalam proses memperoleh hasil yang maksimal. Berikut adalah 
beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Karya Lola Amalia dengan judul Air: Masalah dan Kebijakan Korektifnya 
hasil penelitiannya membahas persoalan air bersih menjadi salah satu 
persoalan serius dan menjadi ancaman keberhasilan pembangunan-fisik 
maupun manusia. Perbaikan di level kebijakan sangat diperlukan dalam hal 
ini. Pemerintah perlu mereview semua peraturan perundang-undangan terkait 
12 
 
air dan sistem pengelolaan air di Indonesia agar tidak tumpang tindih dan 
kemudian merugikan masyarakat. peran serta masyarakat dan swasta dalam 
pengelolaan sumber daya air haruslah diakui. Tugas pemerintah hanyalah; 1) 
mengawasi agar sejauh mana peran serta masyarakat dan swasta tersebut tidak 
merugikan masyarakat dan sumber daya air itu sendiri; 2) melakukan sistem 
pelelangan yang transparan dan profesional bagi para pihak swasta yang ingin 
terlibat dalam projek pengelolaan sumber daya air.11 Sedangkan penelitian ini, 
lebih menekankan kepada dampak yang dirasakan masyarakat dari pelayanan 
publiklembaga pengelola air, apakah telah sesuai aturan UUD atau belum, 
sehingga kepuasan masyarakat mengenai implementasi pelayan lembaga 
pengelola air yang ada di Kota Mamuju dapat di interpretasikan sesuai dengan 
realitas yang terjadi. 
2. Karya Muhammad Solihin berjudul Pelayanan Pendistribusian Air Bersih 
Perusahaan Daerah Air Minum Kutai Kartanegara, membahas mengenai 
Faktor pendukung terjadinya hubungan kerjasama yang baik antar sesama 
pegawai dan pegawai yang mampu dalam menangani permasalahan 
pelanggan menjadi modal utama untuk memajukan pendistribusian air PDAM 
di Kecamatan Kota Bangun sedangkan faktor penghambat adalah sarana 
dalam pendistribusian air daripihak PLN yaitu pemadaman listrik yang 
membuat proses pendistribusian menjadi terhambat dan peralatan atau 
                                                           
 11Lola Amelia Air: Masalah dan Kebijakan Korektifnya, Jurnal Update Indonesia, Volume 
XI, No. 3, 2017,.hal 10-11 
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perlengkapan pendistribusian yang sudah tidak dapat bekerja secara 
maksimal.12 Sedangkan Penelitian ini lebih kepada mengkaji tentang 
pendistribusian air kepada masyarakat dengan melihat sejauhmana proses 
pendistribusian air kemasyarakat, dan seperti apa pendapat masyarakat mengenai 
pelayanan yang diperoleh dari pihak lembaga pengelola air.  
3. Karya Penny K. Lukito dengan judul Kebijakan Subsidi Untuk Pelayanan Air 
Minum yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan, membahas 
pelayanan air minum yang berkualitas bagi semua masyarakat berdasarkan 
pada pengembangan manajemen sektor air bersih yang berkelanjutan. Yaitu: 
efisien dalam penggunaan sumber-daya alam, efektif dalam alokasi sumber 
daya yang digunakan, dan berkeadilan dalam memberikan akses penyediaan 
air minum yang handal dan berkualitas. Diharapkan hal ini dapat menjadi 
masukan bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat dalam sektor air minum yang lebih merata Akses 
pada air bersih merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana 
termuat dalam Artikel 3 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia “Setiap orang 
mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan” yang didalamnya 
secara implisit dapat dikatakan juga termasuk hak terhadap akses 
kepadapenyediaan air minum yang layak.13 Sedangkan penelitian ini,mengkaji 
mengenai prosedur pendistribusian air dari lembaga pengelola air kepada 
                                                           
 12Muhammad Solihin, Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum 
Kutai Kartanegara, eJournal Administrasi Negara, Volume 5, No. 3, tahun 2017,.hal 1 
 13Penny K. Lukito, Kebijakan Subsidi Untuk Pelayanan Air Minum yang Berkeadilan Bagi 
Masyarakat Miskin Perkotaan, Jurnal Volume 01, No. XIX, 2013, h 1 
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masyarakat mengenai tingkat kemerataan pembagian air, sebab realitasnya 
adalah PDAM Kota Mamuju tercatat mempunyai Penghargaan yang banyak, 
oleh karena itu penelitian ini juga melihat sisi tingkat penyesuaian kinerja 
PDAM Kota Mamuju dengan kepuasan masyarakat. 
4. Karya M. Hadi, Sujianto yang berjudul Implementasi Program Penyediaan 
Air Bersih Di Daerah Perkotaan membahas tentang Implementasi Program 
Penyediaan Air Bersih di Kota Dumai tidak dapat terlaksana dengan baik 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kejelasan tujuan dan tingkat 
konsensus diantara pelaksana dalam mencapai tujuan tersebut, faktor tipe 
orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas, katakteristik pelaksana 
dan faktor sosial ekonomi dan politik. Faktor dominan yang mempengaruhi 
implementasi program penyediaan air bersih di Kota Dumai adalah faktor 
sosial ekonomi dan politik. Faktor ini memberikan pengaruh yang sangat 
besar terhadap tercapainya proram ini. Kurangnya ketersediaan dana yang ada 
membuat program dihentikan sampai dana yang dibutuhkan kembali tersedia. 
Faktor politik mempengaruhi program penyediaan air bersih karena elit-elit 
politik menjadikan program ini untuk mendapatkan kekuasaan. Program ini 
dijadikan iming-iming bagi masyarakat apabila mereka terpilih menjadi 
kepala daerah.14 Sedangkan Penelitian ini juga melihat aspek sosial, ekonomi 
dan politik dalam pendistribusian pelayanan air, dari segi sosial, penelitian ini 
                                                           
 14M. Hadi, Sujianto, Dan Chalid Sahuri, Implementasi Program Penyediaan Air Bersih Di 
Daerah Perkotaan, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, No. 2, 2012,. Hal 123 
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cenderung akan menganalisis kemerataan dan kelancaran air yang diperoleh 
masyarakat, dari segi ekonomi akan membuka ruang mengenai analisis 
kebutuhan air masyarakat yang dapat berpengaruh pada tingkat penghasilan 
masyarakat sedang dari sisi politik yaitu melihat disparitas dan keadilan air 
antara pelayanan PDAM Kota Mamuju yang mendapatkan banyak prestasi 
dangan kepuasan masyarakat. 
5. Karya Ahmad Yasim yang berjudul Krisis Air, Krisis Kehidupan, membahas 
tentang Pemerintah yang harus menyadari bahwa faktor utama pendukung 
bergeraknya semua sendi-sendi kehidupan di berbagai sektor adalah 
ketersediaan air, khususnya air bersih yang cukup untuk bisa dinikmati oleh 
masyarakat. Perlunya peran DPR RI dalam menjalankan fungsi 
pengawasannya terhadap pemanfaatan air, sesuai dengan amanat Pasal 37 ayat 
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang 
menyebutkan, “Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang 
keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang 
luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Pada akhirnya, peran serta 
pemerintah sebagai regulator dan masyarakat selaku pengguna air serta badan 
usaha selaku penyelenggara pengembangan sumber daya air mutlak 
diperlukan dalam pengelolaan sumber daya air.15 Sedang penelitian ini lebih 
mengkaji sinkronitas antara lembaga penyedia air dengan masyarakat sebagai 
                                                           
 15Akhmad Yasin, Krisis Air, Krisis Kehidupan, Artikel Info Risiko Fiskal, Vol -, September 
2013,. hal 46 
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pengguna air sejauh mana efektifitas atau disparitas yang terjadi di Kota 
Mamuju. 
Tinjauan pustaka ini menjadi bahan pembanding dan tambahan referensi dalam 
penelitian ini sehingga akurasi aktual mengenai analisis kajian lebih terinterpretasi 
secara mendalam, guna mendapatkan hasil penelitian yang spesifik dan terorganisis 
secara ilmiah. 
 







A. Teori Keadilan 
Keadilan sosial dipahami sebagai keadilan yang berkaitan dengan bagaimana 
seharusnya hal-hal yang enak untuk didapatkan dan yang menuntut pengorbanan, 
keuntungan (benefits) dan beban (burders) dalam kehidupan sosial dibagi dengan adil 
kepada semua anggota masyarakat. Dengan pengertian sederhanan ini, suatu kondisi 
sosial ataupun kebijakan sosial tertentu dinilai sebagai adil dan tidak adil ketika 
seseorang, atau golomgam/sekelompok orang tertentuhanya mendapatkan keuntungan 
yang sedikit dari apa yang harusnya mereka peroleh, atau beban yang begitu besar 
dari apa yang harusnya mereka pikul.16 
Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya 
institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi 
seluruh keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya 
masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls 
sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”.17 
                                                           
16  David Miller. Principle of Social Justice, London: Harvard Universuty Pres, 1999,. h 4 
17 Fan Mohammad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. 1, April 
2009,. h 140 
18 
 
Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, 
cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental 
serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.18 
Hal yang perlu di garisbawahi ialah konsepsi keadilan sosial raws dibangun 
sesuai dengan pandangannya tentang masyarakat ideal yang disebutnya dengan 
masyarakat  tertata baik (well-ordered society). Masyarakat ideal menurutnya ialah 
masyarakat yang diatur secara efektif oleh sebuah konsep keadilan sosial yang dapat 
diterima oleh semua pihak. Yakni masyarakat di mana (1) setiap orang menerima dan 
mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta (2) 
institusi-institusi sosial dasar yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Ini 
sejalan dengan gagasan utama teorinya yang disebut dengan justce as fairness, yakni 
prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan dari orang-orang yang rasional, 
bebas, dan serta dalam situasi awal yang fair.19 
Teori keadilan hadir untuk memahami sejauh mana rasa keadilan akan air 
yang dirasakan masyarakat. Hal utama yang akan dikupas berdasarkan teori keadilan 
ini adalah melihat mengenai hubungan institusi-institusi terkait berdasarkan kerja 
yang dilakukan, yaitu tentang hubungan politis antara PDAM Kab. Mamuju dan 
Pemerintah daerah setempat. Sejauh mana hungan di antara institusi terkait untuk 
menghasilkan kinerja yang berkeadilan dan merata di masyarakat. 
                                                           
18 Jhon Rawls, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan 
Kesejahteraan dalam Negara, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2006,. h. 7 
19 Jhon Rawls, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan 
Kesejahteraan dalam Negara. h. 5 
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B. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu 
Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan penanganan integral yang 
mengarahkan kita dari pengelolaan air sub-sektor ke sektor silang. Secara lebih 
spesifik pengelolaan sumber daya air terpadu didefenisikan sebagai suatu proses yang 
mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air, tanah dan sumber 
daya terkait dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan 
kesejahteraan sosial dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari 
ekosistem-ekosistem penting.20 
Menurut Grigg, pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari 
cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam 
dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan 
lingkungan. Tindakan struktural (structural measures) untuk pengelolaan air adalah 
fasilitas-fasilitas terbangun (constructed facilitalites) yang digunakan untuk 
mengendalikan aliran dan kualitas air. Tindakan-tindakan non-struktural (non-
structural measures) untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktifitas-
aktifitas yang tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas terbangun.21 
Grigg juga mendefinisikan beberapa hal tentang sumber daya air, meliputi: 
1. Sistem sumber daya air adalah sebuah kombinasi dari fasilitas-fasilitas 
pengendalian air dan elemen-elemen lingkungan yang bekerja bersama 
untuk mencapai tujuan pengelolaan air. 
                                                           
20 Robert J dan Roestam Sjarief, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (Yogyakarta: ANDI, 
2008), h. 220. 
21  Robert J dan Roestam Sjarief, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, h. 220. 
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2. Sistem sumber daya air alami adalah sekelompok elemen hidrogen dalam 
lingkungan alam yang terdiri dari atmosfir, daerah aliran sungai, sungai-
sungai, lahan basah, daerah banjir (flood plains), akuifer dan sistem aliran 
air tanah, danau, estuari, laut dan lautan.  
3. Sistem sumber daya air buatan manusia adalah sekelompok fasilitas yang 
dibangun yang dipakai sebagai pengendali air baik secara kuantitas maupun 
kualitas. 
4. Sistem tata pengairan merupakan susunan tata letak sumber air, termasuk 
bangunan pemanfaatan yang sesuai ketentuan teknik pembinaan disuatu 
wilayah.22 
Environmental Energy Study Institute Task Force (1991)  mendefinisikan 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai sebuah proses yang 
memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan kita untuk 
memenuhi kebutuhan yang akan datang.23 
Sedangkan Center for Global Stadies mendefinisikan pembangunan 
berkelanjutan menjadi beberapa:  
1. Suatu bentuk dari pertumbuhan cerdas yang memanfaatkan revolusi 
teknologi tinggi dan restrukturasi ekonomi untuk mengelola semua 
pertumbuhan ini dalam karakteristik/sifat yang lebih canggih yang ramah 
ekologis. 
                                                           
22 Robert J dan Roestam Sjarief, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, h. 220-221. 
23 Robert J dan Roestam Sjarief, Pengel olaan Sumber D aya Air Terpadu,  h. 221. 
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2. Tidak menghasilkan apa-apa sampai kita mempunyai sebuah jalan yang 
mengintegrasikan penuh the product,its by product, and any by product dari 
proses produksi masuk kedalam sistem dengan sifat /karakter positif.  
3. Prinsip dasarnya adalah bahwa kita hidup dari aliran (flows) buakan dari 
penyediaan (stocks)  
4. Keterpaduan yang tepat dari lingkungan yang memperhatikan proses 
pengembangan. 
5. Dalam dunia yang sempurna, sebuah pelayanan akhir seperti keamanan 
sosial harus/akan berkelanjutan. Dengan kata lain, ada sebuah pola yang 
melingkar dari pembaharuan yang kontinyu atau terus menerus. 
6. Malalui/lewat setiap generasi suatu tingkat populasi, satu kumpulan 
teknologi, dan sebuah ketersediaan lahan yang subur dan minyak dari fosil 
yang membuat semuanya melakukan sedikitnya apa yang sudah kita 
perbuat.24  
Teori ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian pengelolaan air di kota Mamuju 
berdasarkan impelmentasi kerja yang telah dilakukan, melihat sejauh mana 
koordinasi pengembangan dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait dalam 




                                                           
24 Robert J dan Roestam Sjarief, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, h. 221. 
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C.  Distribusi Sumber Daya Alam 
Sumberdaya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan 
manusia. Sumberdaya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya 
memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumberdaya 
alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, 
sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri 
tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumberdaya alam.25 
Pendistribusian sumber daya alam dalam hal ini sumber daya air sepenuhnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
sesuai bunyi UUD pasal 6 ayat 1 No. 7 Tahun 2004, selanjutnya di jelaskan pada 
pasal 26 ayat 2 bahwa pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk 
memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan 
pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.26 Maka bedasarkan 
hal ini, pendistribusian sumber daya air mempunyai aturan yang jelas dengan 
kemanfaatan yang harus sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat. 
Bentuk dan status penguasaan sumberdaya alam dapat dibedakan atas empat 
kelompok : (1) milik umum (open accses), (2) milik negara (state), (3) milik pribadi 
atau perorangan (private) dan (4) milik bersama (communal). Masing-masing bentuk 
dalam penguasaan sumberdaya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Pada 
                                                           
25 Hidayat, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal, Jurnal Sejarah 
Citra Lekha, Vol XV, No. 1, Feb 2011,.h 19 
26 UUD No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 
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sumberdaya alam milik bersama, status kepemilikannya diambangkan, tiap orang 
bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. Berbeda dengan sumberdaya alam 
milik bersama, maka sumberdaya milik pribadi merupakan sumberdaya yang secara 
tegas dimiliki oleh orang-perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan 
mengaturnya. Sedangkan sumberdaya milik kelompok /komunitas, adalah 
sumberdaya yang dikuasai oleh suatu kelompok /komunitas, karenanya orang atau 
kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumberdaya tersebut tanpa izin 
kelompok yang menguasainya. Pada sumberdaya milik negara merupakan 
sumberdaya yang secara tegas dikuasai dan dikontrol oleh negara.27 
Pengelolaan sumberdaya alam yang didasarkan pada peradigma mekanistis-
reduksionis bermuara pada terjadinya tragedi of common. Secara filofis terjadinya 
tragedy of common disebabkan oleh pola dan cara berfikir mekanistis, sehingga 
manusia tercerabut dari alam dan dari sesama manusianya. Dengan menggunakan 
logika dominasi, manusia lebih diutamakan dan dianggap bernilai pada dirinya 
sendiri, sementara alam hanya dilihat sebagai obyek dan alat bagi kepentingan 
manusia untuk dieksploitasi. Pendek kata “manusia menjadi tuan dan penguasa 
alam”. 28 
Berbeda dengan paradigma mekanistik reduksionis, maka paradigma ekologis 
memandang manusia tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian 
                                                           
27 Iskandar J, Manusia, Budaya dan Lingkungan Ekologi. Bandung: Humaniora Bandung, 
2001, h 45 
28 Hidayat, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal,  Jurnal Sejarah 
Citra Lekha, Vol XV, No. 1, Feb 2011,.h 20 
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integral dan menyatu dengan alam. Dalam hubungannya dengan sumberdaya alam, 
pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan 
manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi selain manfaat ekonomi.29 
Teori ini adalah untuk menginterpretasikan implementasi pendistribusian 
sumber daya alam khusunya sumber daya air kepada masyarakat, menganalisis hasil-
hasil distribusi air PDAM kota mamuju berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat 
apakah telah sesuai UUD pasal 26 ayat 2 atau masih jauh dari pada itu. 
D. Pelayanan Publik 
Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik.  
Menurut Kurniawan dalam ilmu politik dan administrasi negara mendefinisikan 
pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan istilah yang menggambarkan 
bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum.30 
Sedangkan pelayanan publik menurut Mahmudi mengatakan bahwa pelayanan publik 
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
                                                           
29 Hidayat, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal,  Jurnal Sejarah 
Citra Lekha, Vol XV, No. 1, Feb 2011,.h 28 
30 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Pablik (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), h.5. 
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publik sebagai upaya pemenuhan kebijakan publik dan pelaksanaan ketentuan 
perundang-undangan. Salah satu produk organisasi publik adalah pelayanan publik. 31 
Makna pelayanan publik adalah memberikan kepuasan bagi penerima 
pelayanan, senantiasa dekat dengan penerima pelayanan dan memberikan kesan 
menyenangkan bagi penerima pelayanan.Sedangkan tujuan pelayanan publik adalah 
memuaskan dan atau memenuhhi keinginan atau harapan penerima pelayanan.Mutu 
pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan atau keinginan penerima pelayanan 
dengan kenyataan yang mereka terima.32 
1. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik 
Menurut Edwards, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari 
tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan 
kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan 
tersebut (output, outcome). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasikan aspek-aspek 
yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: Struktur birokrasi, 
komunikasi, sumberdaya, dan disposisi atau sikap pelaksana. Keempat aspek 
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara 
langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.33 
a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi 
                                                           
31 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi I ( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 
h, 229. 
32 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi  , h, 229. 
33 Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, 
Jurnal Publik Administrasi Publik Vol 1 Tahun 2014,, h. 5-6. 
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Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan 
dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu 
sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang 
dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi 
organisasi. 
b. Komunikasi 
Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain 
menginterprestasikan suatu ide/gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara 
atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, 
signal-signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 
publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak 
buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan. 
Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana 
untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan 
harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat 
mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila 
penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok 
sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 
Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding 
satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman/konsensus yang saling 
27 
 
menguntungkan. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja personal 
dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-win solution pada setiap 
permasalahan. 
c. Sumber daya 
Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya 
(manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara 
cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang 
diperlukan, maka pelaksanaaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan 
secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen 
yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di 
masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, 
sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. 
Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik 
diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas 
pendukung lainnya. 
d. Disposisi atau sikap dari pelaksana 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana 
kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. 
Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat 
akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan 
memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari 
kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan 
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efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan 
atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantuk dari kesesuaian kompetensi 
dan sikap dari pelaksanan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana 
kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi 
yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan 
2. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik 
Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan 
pelaksanaan Good Governance, menurut pemahaman penulis maka pelaksanaan 
kebijakan dapat diukur/ dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, 
transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.34 
a. Konsistensi 
Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan 
dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang 
berlaku. 
b. Transparansi 
Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui 
oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan 
dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, 
serta mudah dimengerti. 
                                                           
34 Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, 
Jurnal Publik Administrasi Publik Universitas Garut dan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Djati 




Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggung  
jawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 
d. Keadilan 
Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan 
kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian 
antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik 
diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan 
publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan 
pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 
e. Partisipatif 
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam 
pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang percetapan 
pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol 
atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. 
Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik 
karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan 
yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak 
legislatif. Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan sebaiknya bersifat 
partisipatif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta 
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masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan 
masyarakat. 
f. Efektivitas 
Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau 
pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek 
rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam 
pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan 
dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik. 
g. Efisiensi 
Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan 
untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara 
efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Indikator ukuran yang dapat digunakan pada 
dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat pengunaan waktu, biaya, 
manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya. 
Teori pelayan publik digunakan sebagai pisau analisis tentang pelayan PDAM 
kota Mamuju kepada masyarakat. Sebab realitas yang didapatkan PDAM kota 
Mamuju telah banyak meraih prestasi mengenai pelayan yang baik. Namun di 
lapangan, isu yang berkembang justru terbalik, terdapat disparitas antara prestasi dan 
kesenjangan kemerataan air. Oleh karena itu, dalam kasus ini teori pelayan publik 






A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 
melalui prosedur statistik atau berbentuk hitungan lainnya dan bertujuan 
mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual melalui pengumpulan data dari 
latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.35 Seperti 
halnya penelitian ini, untuk mengupas pokok kajian maka secara prosedur ilmiah 
dengan memakai metode kualitatif, peneliti sebagai instrumen yang bergerak ke 
lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan dengan melakukan wawancara 
kepada informan-informan yang di anggap relevan untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan. 
Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi 
Barat. 
B. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus mengkaji tentang disparitas pelayanan Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) mengenai fungsinya terhadap masyarakat Kabupaten Mamuju. 
Dimana terjadi kesenjangan kinerja antara hal-hal yang mencakup pengurusan 
administrasi manajemen  kantor yang mendapat perhatian banyak dari berbagai tim 
                                                           




penilai, banyak prestasi yang telah didapatkan, sedangkan kinerja dilapangan tidak 
semaksimal dengan apa yang didapatkan dalam bidang pengelolaan administrasi, 
namun tidak dalam memenuhi kebutuhan air dimasyarakat Kabupaten Mamuju, dan 
hal inipun tidak sebanding lurus dengan rujukan eksplisit tentang hak atas air yang 
dimana dua kesepakatan HAM internasional. Bukan semata-mata pemerintah 
berfokus pada prestasi dibidang administrasi, yang hanya menguntungkan nama baik 
pemerintah, sebagai pelayan masyarakat, tugas pemerintah hanyalah untuk 
mensejahterakan masyarakat, jika itu tidak terlaksana maka pemerintah di anggap 
gagal dalam memimpin suatu pemerintahan. Hal inilah yang menjadi daya tarik 
tersendiri terhadap peneliti sehingga tema tersebut cukup memenuhi syarat untuk di 
kaji lebih lanjut secara ilmiah. 
Untuk memuaskan jawaban dari setiap pertanyaan yang di ajukan dalam 
penelitian ini, maka terdapat beberapa informan yang kemudian di wawancara 
guna mendapatkan rujukan jawaban untuk menlengkapi penelitian ini, di antaranya 
adalah: 
1) Sarman (Kepala Pengawas Satuan Internal PDAM Kab. Mamuju) 
2) Husri (Seksi Hubungan Langganan) 
3) Yudi (Seksi Perawatan Aset) 
4) Zainuddin (Seksi Instalasi Perpipaan) 
5) Ramli (Seksi Administrasi) 
6) Zainal Abidin (Seksi Instalasi Produksi) 
7) Muh. Mahmud (Seksi Sumber Air) 
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8) Abd. Mutalib (Kabag Teknik) 
9) Hj. Rosmiati (Masyarakat) 
10) Yeni (Masyarakat) 
11) Sabri (Masysrakat) 
12) Nasir (Masyarakat) 
C. Jenis Data 
Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 
lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Disebut juga data asli atau 
data baru. Data primer di didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan 
kepada informan di lapangan/daerah penelitian. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 
diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan. Disebut juga data yang 
tersedia.36 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa 
metode, yaitu: 
Field research yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 
penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. Teknik 
                                                           
36Syamsuddin, dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan 
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix-Method). (Makassar: Wade Group, 2015), h. 72. 
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara yakni 
observasi dan wawancara: 
a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra 
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.37 Sebelum melakukan 
penelitian penulis terlebih dahulu melakukan observasi ke masyarakat yang 
merasakan dampak dari pelayanan PDAM Kab. Mamuju. 
b. Wawancara/Interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya 
jawab terhadap informan, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan 
pada tujuan penelitian. Ini merupakan teknik pengumpulan data untuk 
mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab dan berhadapan langsung 
dengan orang yang dapat memberikan keterangan.38 Dalam menentukan 
informan penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan 
sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.39 
Pada penelitian ini, penulis telah menentukan terlebih dahulu informan yang 
akan diwawancarai yaitu pengurus masjid, pemilik wisma/penginapan kos-
kosan, dan masyarakat umum serta pejabat PDAM Kota Mamuju. 
                                                           
37 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kulaitatif, h. 64-66. 
38 Husain Usman dan Purnomo Setiadi, Metode Penelitian Sosial, (Cet. IV; Jakarta: PT. 
Bumi Aksara. 2001), h. 73. 
39 Syamsuddin, dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan 
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix-Method, h. 131. 
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c. Dokumentasi. Saat berlangsung wawancara peneliti mengambil dokumentasi 
berupa gambar saat melakukan wawancara selain itu gambar juga diambil 
setelah melakukan wawancara. 
E. Analisis Data 
Adapun teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini adalah: 
1. Reduksi data (data reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 
dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, 
maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 
dilakukan analisis data melalui reduksi data.40 Reduksi data dalam penelitian ini yaitu 
memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari Informan karena tidak semua hasil 
uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian ini. 
2. Penyajian data (data display) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan data. Dalam 
kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 
kategori, flowchartdan sejenisnya. Dengan men-display-kan data, maka akan memudahkan 
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 
telah dipahami tersebut.41 
 
 
                                                           
40 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 
2014. hal. 247 
41 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 
2014. hal. 249 
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3. Menarik kesimpulan atau verifikasi  (conclution drawing/verification) 
Langkah ketiga analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini terfokus pada kabupaten Mamuju Provinsi 
Sulawesi Barat. Dengan mengambil objek yang diteliti adalah masyarakat kabupaten 
Mamuju dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Mamuju-Sulawesi 
Barat.  
1. Gambaran Singkat Kabupaten Mamuju-Sulawesi Barat. 
a. Letak Geografis Kabupaten Mamuju-Sulawesi Barat. 




Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak pada Bagian Barat Pulau 
Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1 38 ’ 110 “ – 2 54 ’ 
552 “ Lintang Selatan, 11 54 ’ 47 “ – 13 5 ‘ 35 “ Bujur Timur, Jakarta (0 0 ‘ 0 “, 
Jakarta = 160 48 ‘ 28 “ Bujur Timur Green Witch). Dengan batas wilayah : 
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju Utara 
b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. 
c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Tana Toraja dan 
Kabupaten Mamasa. 
d. Sebelah Barat dengan Selat Makassar. 
Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 801.406 Ha, secara administrasi 
Pemerintahan, terdiri atas 16 Kecamatan, 143 Desa, 10 Kelurahan, dan 4 (UPT) Unit 
Pemukiman Transmigrasi. Diantara 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, 
15 kecamatan berada di wilayah daratan dan 1 kecamatan di wilayah kepulauan.  
Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Mamuju. Berdasarkan orbitasi, 
Kecamatan  yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Ibukota Kecamatan 
Karossa (Karossa)  yaitu sejauh 171 Km,  dan ibukota kecamatan yang terdekat dari 
ibukota kabupaten adalah Kecamatan Simboro  yang berjarak 6 Km dari Mamuju.  
Kabupaten Mamuju juga memiliki wilayah kepulauan yakni Kecamatan 
Kepulauan Bala-Balakang, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Simboro dan 
Kepulauan. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kepulauan Bala-
Balakang adalah Pulau Salissingang, Samataha, Popoongang, Saboyang, Malamber, 
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Sumanga, Sabakatang, Ambo, Seloang, Lamudaan, Tapilagan dan Pulau Lumu, yang 
letaknya di Selat Makassar dan berbatasan dengan Pulau Kalimantan.43 
b. Luas Wilayah  
Mengenai luas wilayah perkecamatan, jumlah Desa dan Kelurahan serta UPT 
pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini : 
Tabel 4. 1.  Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan UPT pada Masing-
masing Kecamatan di Kabupaten Mamuju 
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 Jumlah 801.406 100,00 143/4 10 
Sumber :  BPS, Mamuju Dalam Angka,  2011 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah Kabupaten Mamuju 
seluas 801.406 Ha. Dari 16 Kecamatan yang ada terdiri dari 10 kelurahan, 143 desa 
dan 4 UPT, yang terluas wilayahnya adalah Kecamatan Kalumpang (177.821 Ha) 
dengan persentase 22,19 dan Budong-Budong (114.043 Ha) dengan persentase 14,23 
sedangkan yang tersempit adalah Kepulauan Bala-Balakang yakni seluas 9.000 Ha 
dengan persentase 0,11 dari luas wilayah Kabupaten Mamuju.44 
c. Keadaan Alam dan Iklim 
• Jenis Tanah 
Berdasar data geologi Kabupaten Mamuju, jenis tanah di daerah ini dapat 
digolongkan 5 (lima) jenis, yakni tanah Alluvial, Regosol, Andosol dan tanah 
Mediteran. Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju secara garis 
besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan 
kelompok galian industri.  
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Secara klimatologis Kabupaten Mamuju tidak memiliki perbedaan 
dengan daerah lain di Indonesia yaitu hanya dikenal dua musim, yaitu musim 
kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin 
bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga 
mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai 
dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia 
dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.45 
2. Gambaran Umum PDAM Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 
PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju merupakan Badan Usaha milik 
Pemerintah Kabupaten Mamuju yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mamuju Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 10).46 
Nama  : PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju 
Alamat : Jalan Kurungan Bassi No. 7 Mamuju, Kelurahan 
Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. 
Tlp/Fax : 0426-21126/0426-22348 
Alamat email : pdammamuju@yahoo.com 
Web Site : - 
                                                           
45 Pemerintahan Kabupaten Mamuju. Mamuju kec.com diakses pada 23 Agustus 2018 puku 
19:54 WITA. 
46 Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra 
Kabupaten Mamuju Tahun Buku 2017.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Barat, h. 10. 
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Visi : Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban 
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air bersih di 
Kabupaten Mamuju, baik kualitas maupun kuantitas. 
Tujuan dan Fungsi Perusahaan47 
a. Tujuan didirikannya PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju adalah: 
1) Menyediakan kebutuhan air bersih pemukiman dan perumahan, 
pelabuhan, niaga, industri, fasilitas umu, dan seluruh wilayah di 
Kabupaten Mamuju; 
2) Mengembangkan fungsi sosial dan ekonomi dalam pelayanan 
operasinya mengacu pada profit making; 
3) Mengelola potensi air baku; 
4) Bekerja sama dengan masyarakat dalam mengembangkan perusahaan 
melalui sistem kemitraan; 
5) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM perusahaan 
melalui program pembelajaran. 
b. Fungsi PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju adalah: 
1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan umum/jasa 
kepada masyarakat/pelanggan dalam penyediaan air minum; 
2) Perencanaan, perumusan, pengembangan, pembinaan, dan 
pengendalian pengelolaan pendapatan; 
                                                           
47Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra 
Kabupaten Mamuju Tahun Buku 2017.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Barat, h. 10-11. 
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3) Pelaksanaan pelayanan umum/sosial kemasyarakatan; 
4) Pembinaan organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, sarana, 
dan prasarana; 
5) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; 
6) Penyelenggaraan pengawasan fungsional; 
7) Penyelenggaraan pelayanan pengaduan pelanggan; 
8) Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan tugas unit-unti. 
Jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 91.016 jiwa atau 32,58% dari jumlah 
penduduk sebanyak 279.393 jiwa (data BPS tahun 2017). Sedangkan penduduk di 
wilayah teknis yang terlayani sebanyak 91.016 jiwa atau 56,71% dari jumlah 
penduduk yang ada jaringan pipa PDAM sebanyak 160.484 jiwa.  
Sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Manakarra adalah mata air dan 
sumber air permukaan dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal. Selain itu, 
masih terdapat sumber air yang belum dimanfaatkan dan berpotensi untuk digunakan 
sebagai sumber air baku antara lain sungai Waikayyang dengan kapasitas 100lt/detik 
dan sungai Kiatsun dengan kapasitas 40lt/detik. 
Kapasitas produksi yang telah dibangun belum semuanya dapat dimanfaatkan, 
demikian juga terhadap kapasitas produksi rill juga belum dapat dipergunakan 





Tabel 4.2 Kapasitas Produksi Rill PDAM Tirta Manakarra Kabupaten 
Mamuju. 
 














BNA 140 4.415.040 367.920 4.047.120 3.324.420 722.700 
IKK Kalukku 50 1.576.800 328.500 1.248.300 553.413 694.887 
IKK 
Papalang 
20 630.720 447.912 182.808 36.562 146.256 
IKK Tarailu 20 630.720 197.136 433.584 305.315 128.269 
Jumlah 230 7.253.280 1.341.468 5.911.812 4.219.710 1.692.102 
 
Kapasitas produksi terpasang tidak dapat dimanfaatkan sebanyak 1.341.468 m3 
(18,49%), disebabkan oleh debit air menurun pada musim kemarau, dan kontinuitas 
aliran listrik. 
Kapasitas menganggur atau kapasitas produksi rill yang belum digunakan untuk 
produksi sebanyak 1.692.102 m3 (28,62%), disebabkan oleh jumlah pelanggan yang 
belum bisa menyerap kapasitas produksi rill. 
Perhitungan volume tersebut diatas hanya didasarkan perkiraan saja, tidak 
didasarkan perhitungan volume rill menggunakan water meter induk, karena water 




                                                           
48 Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra 
Kabupaten Mamuju Tahun Buku 2017.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Barat, h. 21-22. 
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B. Disparitas Pelayanan PDAM di Masyarakat Perkotaan Kabupaten Mamuju 
1. Realisasi Pelayanan PDAM Kab. Mamuju 
Penyelenggaraaan pelayanan PDAM Kab. Mamuju dari berbagai aspek terus di 
optimalisasikan demi memenuhi kebutuhan air masyarakat Kab. Mamuju. Peran 
PDAM sangat vital mengingat bahwa pemenuhan distribusi air menjadi hal yang 
sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat untuk terus hidup. 
Terdapat empat aspek yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan 
publik yang baik, yaitu kewenangan/struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan 
disposisi atau sikap pelaksanaan. Untuk melihat apakah pelayanan yang dilakukan 
oleh PDAM kota Mamuju sudah berjalan dengan baik dan layak untuk mendapatkan 
penghargaan seperti yang telah diterima, ada empat aspek yang mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-
masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya, sebagai berikut.49  
a. Kewenangan/Struktur Birokrasi 
Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada 
lembaga pelaksana kebijakan. Direktur PDAM Tirta Manakarra secara secara 
administratif, kinerjamya mendapat banyak pengakuan positif dan beberapa prestasi. 
Seperti penjelasan dari wawancara dengan Sarman sebagai berikut: 
“Prestasi yang di dapatkan PDAM ini ada beberapa, diantaranya adalah Prestasi 
Adhi Karya dengan predikat terbaik dalam pelayanan terpercaya dalam 
penglolaan keuangan dan profesional dalam manajemen, ada juga penghargaan 
                                                           
49 Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, 
Jurnal Publik Administrasi Publik Vol 1 Tahun 2014,, h. 5-6. 
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dari Indonesia Award 2017, Indonesia Best Ferforming PDAM Award Winner 
2017 dan masih banyak yang lainnya”50 
Dari hasil wawancara ini dapat di pahami bahwa, kewenangan dari seorang 
direktur kepada jajaran pegawainya mampu terealisasi dengan baik, sehinga 
efektivitas kerja dari PDAM itu sendiri menjadi lebih baik. 
b. Komunikasi 
Salah satu faktor yang menyebabkan disparitas pendistribusian air oleh PDAM 
yaitu masih banyaknya warga yang melakukan pencurian air. Hal utama yang 
dilakukan oleh pihak PDAM yaitu melakukan pembinaan kepada warga yang diduga 
melakukan tindak kejahatan berupa pencurian air dengan cara merusak jaringan pipa 
PDAM. Seperti yang disampaikan oleh Husri selaku Seksi Hubungan Langganan 
PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju, yaitu: 
“Banyak warga yang bukan konsumen dari PDAM yang mengambil air dengan 
cara merusak pipa. Dan hal yang dilakukan oleh PDAM untuk meminimalisir 
hal tersebut yaitu kita mendatangi warga yang diindikasi melakukan 
kecurangan dengan mencuri air lalu diberikan peringatan, tapi kalau masih 
melakukan hal tersebut bisa saja kami memberikan sanksi kepada mereka”.51 
 
Demi tercapainya keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan publik pelaksana 
kebijakan harus mengetahui secara jelas tujuan dan sasaran kebijikan tersebut; serta 
sasaran dari kebijakan itu harus diberikan informasi yang baik dan jelas sehingga 
kesenjangan yang timbul antara rencana dan pelaksanaan kebijakan dapat 
diminimalisir.  
                                                           
50 Sarman, Kepala KPSI PDAM Tirta Manakarra Kabupate Mamuju, wawancara, Kota 
Mamuju, 12 Agustus 2018. 
 
51 Husri, Seksi Hubungan Langganan PDAM Tirta Manakarra Kabupate Mamuju, wawancara, 
Kota Mamuju, 12 Agustus 2018. 
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Komunikasi ini dilakukan agar pelaksana kebijakan dalam hal ini PDAM Tirta 
Manakarra dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada sasaran kebijakan yaitu 
masyarakat sehingga kedua belah pihak dapat menentukan titik kesepahaman yang 
saling menguntungkan satu sama lain. Dengan adanya komunikasi yang baik ini 
maka resistensi atau sikap menentang dari masyarakat yang berdasarkan kurangnya 
pemahaman terhadap suatu kebijakan dapat dicegah. 
c. Sumber Daya 
Ketersediaan sumber daya (manusia, materi, dan metoda) yang ada di 
kabupaten Mamuju sangat melimpah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirta 
Manakarra untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten 
Mamuju. 
Sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Manakarra adalah mata air dan 
sumber air permukaan dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal. Selain itu, 
masih terdapat sumber air yang belum dimanfaatkan dan berpotensi untuk digunakan 
sebagai sumber air baku antara lain sungai Waikayyang dan sungai Kiatsun.52 
Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Yudi selaku Seksi Perawatan Aset 
PDAM Tirta Manakarra, yang mengatakan bahwa: 
“Seperti yang kita tau di Mamuju ini banyak sumber air yang bisa 
dimanfaatkan sebagai sumber air baku pengelolaan air minum untuk memenuhi 
                                                           
52 Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra 
Kabupaten Mamuju Tahun Buku 2017.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Barat, h. 4. 
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kebutuhan masyarakat. Dan di PDAM ini sumber air bakunya itu berasal dari 
sungai Waikayyang dan sungai Kiatsun ”.53 
 
Sesuai dengan prinsip pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pengembangan 
pengelolaan air, tanah dan sumber daya untuk mengoptimakan kesejahteraan rakyat, 
oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya ini harus di realisasikan dengan baik agar 
dapat mendefinisakan proses pembangunan berkelanjutan sebagai proses pemenuhan 
kebutuhan. 
d. Disposisi atau Sikap dari Pelaksana 
Disposisi yang merupakan watak yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan 
berdampak pada hasil pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila pelaksana kebijakan 
memiliki disposisi yang baik, maka diduga kuat akan menjalankan kebijakan tersebut 
dengan baik pula, dan begitupun sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki 
sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud kebijakan tersebut maka proses 
pelaksanaan kebijakan itu tidak akan efektif dan efisien.  
Disposisi PDAM Tirta Manakarra kabupaten Mamuju dinilai kurang efektif 
sebagai contoh yang dilakukan oleh PDAM Tirta Manakkara yaitu mematikan mesin 
pada saat banjir, dengan alasan banyak kotoran yang masuk dan dapat merusak alat 
pengoperasian air minum, hal ini dikemukakan oleh Zainuddin selaku Seksi Instalasi 
Perpipaan PDAM. 
“Penangkap air biasanya tertimbun pada saat banjir, banyak sedimen-sedimen 
yang masuk di alat tersebut yang biasanya menghambat jalur air ke pipa 
sehingga biasanya mati. Sebenarnya air bisa dijernihkan melalui pengelolaan 
                                                           
53 Yudi, Seksi Perawatan Aset PDAM Tirta Manakarra Kabupate Mamuju, wawancara, Kota 
Mamuju, 12 Agustus 2018. 
49 
 
namun karena banyak kotoran yang masuk kalau hujan sehingga kerusakan 
pada alat itu biasanya sangat fatal. Dan kadang juga disengaja dimatikan agar 
meminimalisir kerusakan”.54 
 
Disposisi PDAM ini dinilai kurang efisien karena seharusnya proses 
pendistribusian air mulai dari penangkapan air hingga sampai di rumah-rumah warga 
tidak diberhentikan, karena hal tersebut sangat berdampak pada penggunaan air di 
masyarakat. Seharusnya PDAM lebih memperbanyak penyaringan yang ada sehingga 
sampah plastik dan kayu tidak masuk dan merusak alat yang ada. Hal kedua yang 
harus dilakukan yaitu dengan mengadakan ketersediaan alat yang dianggap rentan 
kerusakan sehingga pihak PDAM tidak perlu lagi menunggu ketersediaan alat 
tersebut dari kota Makassar yang memakan waku 2 sampai 3 hari. 
 
2. Hubungan Politis antara PDAM dan Pemerintah 
Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang 
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum bahwa kepala daerah diberikan 
kewenangan untuk menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat 
struktural PDAM.55 Begitupun dengan Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju ini 
meskipun direktur tersebut telah menjabat dua periode namun Pemerintah setempat 
tetap menunjuk Direktur PDAM Bapak Muh. Nur, SE. Hal ini diperkuat oleh 
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pernyataan salah satu pegawai PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju yaitu 
Ramli selaku Seksi Administrasi mengatakan bahwa: 
“Berdasarkan peraturan perundang-undangan penggantian direktur dilakukan 
perlima tahun sekali atau satu periode. Tapi kalau direktur yang sekarang ini 
sudah menjabat tiga periode karena dianggap kompeten dalam menjalankan 
tugasnya. Penunjukan direktur ini dinilai sesuai dengan kinerja yang dia 
lakukan selama dua periode masa jabatannya yang lalu, ditandai dengan 
banyaknya penghargaan prestasi yang di dapat oleh PDAM Tirta Manakarra 
apalagi tidak ada orang yang dianggap bisa menggantikan beliau”56 
 
Penunjukan direktur melebihi periode yang telah ditetapkan yaitu dua periode 
dianggap layak dengan berlandaskan pada peraturan menteri sebelumnya dan dengan 
melihat kinerja direktur PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju dan alasan lain 
ialah tidak adanya orang lain yang dianggap berkompeten untuk memimpin lembaga 
penyediaan pelayanan publik dalam hal penyediaan air minum bagi masyarakat.  
Dapat dipahami secara politis bahwa, pemerintah setempat dalam hal ini Bupati 
Kab. Mamuju mempertahankan Direktur PDAM mulai dari 2007 sampai sekarang 
tentunya juga demi mempertahankan citra positif daerah.  
PDAM Kota Mamuju telah meraih banyak prestasi diantaranya: 
1) Gold Award Winner 2017. 
2) Prestasi Adhi Karya 2017 
3) Indonesia PDAM Award 2017 
4) YAPI Award Board Director 2011 
5) Indonesia Best Performing PDAM Award Winner 2017 
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6) Indonesia Best 50 Trusted Companies  
7) Indonesia Leader Achievement Award 2011 
8) Business Challenges Award 2015 
9) The Prominent Figure Of Indonesia Development Golden Award 2011 
10)  Penghargaan dari Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia 
Tahun 2017 
11)  Prestasi Adhikarya Setya Bhakti 2014 
12)  International Businees and Compani Award 2017 
13)  Piagam Penghargaan dari Bupati Mamuju 2016 
14)  Piagam Penghargaan dari Direktorat Jendral Pajak 2018 
15)  Predikat WTP dari Kementrian Keuangan RI 
Tentunya dari beberapa prestasi yang di dapat PDAM Kota Mamuju ini di 
bawah kepemimpinan Bapak Muh. Nur, SE juga secara langsung maupun tidak 
langsung mengangkat citra daerah yang berimbas pada peran pemerintah setempat. 
Sikap Bupati yang mempertahankan Direktur PDAM Kota Mamuju ini merupakan 
sisi politis yang menghasilakan keuntungan tersendiri bagi nama baik pemerintah 
dalam ranah urusan tentang air minum daerah. 
Dengan bertahannya direktur PDAM Kota Mamuju ini selama beberapa 
periode kepemimpinannya akan menunjang banyak pencapaian-pencapaian prestasi 
yang kemudian mengangkat nama PDAM Kota Mamuju di Indonesia sebab rekam 
jejaknya sudah terbukti, dengan hasil ini pula, juga akan berdampak baik kepada 
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daerah dan dapat mengangkat citra daerah dalam hal ini juga Pemerintah Daerah 
sebagai pengatur tatanan sistem kedaerahan. Secara politis, hal ini merupakan 
simbiosis mutualisme antara kedua pihak yang saling berinteraksi dan menciptakan 
kesinambungan kerja yang berkeadilan dan saling menguntungkan. 
Keadilan antara dari kedua pihak antara PDAM dan pemerintah nampak dari 
sisi kerja sama yang saling berinteraksi dan bersinergi demi proses kerja yang baik. 
Namun hal itu belum berimplikasi nyata kepada masyarakat dalam hal pembagian air 
yang merata.  
3. Disparitas pelayanan PDAM Kab. Mamuju 
a. Penyebab dan bentuk disparitas pelayanan PDAM 
Dari prespektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
menimbang bahwa, Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa 
yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 
Indonesia dalam segala bidang, juga dala menghadapi ketidakseimbangan antara 
ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin 
meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, 
lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.57 
Sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam 
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yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.58 
Berdasarkan kedua Undang-Undang Dasar tersebut dijelaskan bahwa negara 
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air sebagai pemenuhan kebutuhan 
pokok masyarakat. Undang-undang tersebut tegas mengatakan bahwa negara 
memiliki peran penting dalam pengaturan penggunaan sumber daya air.  
Hak atas kecukupan air (the right to access sufficent water) memang telah 
tercantum dalam sejumlah kesepakatan yang mengikat secara hukum (legally binding 
treaties). Hak atas air merupakan bagian integral hak asasi manusia (HAM), seperti 
hak atas hidup yang tercantum dalam international covemant on civil and politicas 
rights dan dalam hak atas kesehatan, pangan perumahan dan standar hidup yang layak 
(the rights to health, food, housing and an adequate of living) yang tercantum dalam 
international covemant on economic, social and cultural rights. Rujukan eksplisit 
tentang hak atas air juga sudah termaktub dalam dua kesepakatan HAM internasional, 
yaitu: the convention on the elimination of discrimination against women (cedaw) 
dan the convention on the rights of the child. The general comment on the right to 
water oleh UN committe on economic, social and cultural right menyatakan bahwa 
hak asasi manusia atas air memberikan jaminan kepada siapa saja untuk memperoleh 
air dalam jumlah mencukupi, aman, dapat diterima, dan dapat diakses secara fisik 
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demi memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangga (sufficient, safe, acceptable, 
physically accessible and affordable water for personal and domestic uses ). Namun, 
yang menjadi tantangan adalah bagaimana mewujudkan hak atas air secara adil.59 
Berdasarkan implementasi kerja yang telah dilakukan oleh PDAM kabupaten 
Mamuju tentang sejauh mana koordinasi pengembangan dan pengelolaan air, tanah 
dan sumber daya yang terkait dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan sosial 
akan kebutuhan air di masyarakat dan juga fakta yang terjadi dilapangan yang 
dirasakan oleh masyarakat. 
Pelayanan yang diberikan oleh PDAM kepada masyarakat dinilai masih belum 
memenuhi persyaratan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pelayanan 
pendistribusian air tidak memenuhi kuantitas yang merata. Masyarakat juga sering 
merasakan suplay air yang diberikan oleh PDAM tidak jarang mengalami gangguan 
seperti air sering mati dan aliran air yang kecil, serta tidak kurangnya penyediaan air 
minum yang disediakan oleh PDAM Tirta Manakkara berdampak pada penggunaan 
air tanah (sumur bor) secara tidak terkendali baik oleh masyarakat maupun hotel dan 
industri.  
Kinerja PDAM Kota Mamuju secara struktur dan administratif mendapat 
banyak penghargaan dan prestasi, namun praktek kerja di lapangan masih mendapat 
banyak kesulitan kerja. Tidak optimalnya kerja di lapangan menjadi hal yang tidak 
sebanding dengan hasil kerja dari segi administrasinya. Disparitas kinerja ini menjadi 
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hal yang kurang baik dan menjadi nilai minus. Mengingat bahwa pokok pekerjaan 
PDAM adalah mendistribusian air yang merata ke masyarakat baik secara kualitas 
dan kecukupan secara kuantitas. Seharusnya ketika PDAM Kota Mamuju banyak 
mendapat prestasi dari segi administratif juga mampu sejalan dengan kinerja di 
lapangan agar tidak terjadi disparitas pelayan PDAM di masyarakat. 
Pelayanan PDAM dalam Peraturan Daerah Mamuju Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pendisitribusian Air Minum menyatakan bahwa PDAM bertugas 
menyelenggarakan pengendalian atas kuantitas dan kualitas air serta mengatur 
kontinuitas air kepada pelanggan.60 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, air masih menjadi masalah 
utama bagi masyarakat kota Mamuju, baik dari segi kelambatan hingga pada ketidak-
merataan pendistribusian air yang dirasakan masyarakat kota Mamuju. Seperti yang 
dipaparkan oleh Hj. Rosmiati salah satu masyarakat kota Mamuju  
“Sejauh ini, sejak saya berlangganan di PDAM, Air kadang dalam satu minggu 
hanya empat hari jalan. Itupun ada waktu tertentunya, biasa subuh atau malam 
hari. Tapi saya sudah antisipasi itu saya siapkan penampungan air, jadi kalau air 
PDAM jalan saya tampung sebanyak-banyaknya biar nanti ada cadangan air 
kalau air PDAM mati”.61 
 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pendistribusian air menjadi 
lamban dan tidak merata, yaitu banyak pipa air yang berada di wilayah perkotaan 
rusak, sulit mengganti alat yang rusak, letak daerah yang didominasi oleh 
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pegunungan, serta rusaknya penangkap air atau Iptek. Faktor-faktor tersebut 
dikemukakan oleh  Zainal Abidin selaku Seksi Instalasi Produksi Air sebagi berikut. 
“Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat terhambatnya pendisitribusian air 
kepada masyarakat. Dengan melihat kondisi daerah di Kabupaten Mamuju yang 
didominasi sama daerah pegunungan itu menjadi penghambat karena air susah 
mengalir ke gunung karena harus melalui lereng-lereng dulu. Kalau di daerah 
perkotaan biasanya terhambat karena pipa yang sudah puluhan tahun tertanam 
itu bocor biasa juga dikarenakan pada saat ada pelebaran jalan biasa terkena 
excavator”.62 
 
Sejalan dengan pernyataan tersebut, faktor lain ditambahkan oleh salah satu 
karyawan lain yaitu Muh. Mahmud selaku Seksi Sumber Air yang menyatakan 
bahwa: 
“kalau masalah terhambatnya pendistribusian air, itu juga biasa dipengaruhi 
oleh faktor cuaca. Jika terjadi hujan deras yang bisa mengakibatkan banjir di 
daerah sekita PDAM maka biasanya itu sangat berdampak. Karena, kalau banjir 
biasa banyak sampah-sampah baik itu sampah plastik atau kayu yang masuk di 
alat penangkap air sehingga alat itu biasanya tiba-tiba mati atau sengaja 
dimatikan agar alat penangkap air ini tidak rusak. Karena jika rusak alat-alatnya 
itu biasa harus diganti di Makassar karena kalau disini biasa tidak lengkap. Dan 
kalau ke Makassar membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari lagi baru bisa diganti 
alatnya”.63 
 
Realitas yang didapatkan PDAM kota Mamuju telah banyak meraih prestasi 
mengenai pelayanan yang baik. Namun yang berkembang di lapangan  bahwa 
pelayanan yang diberikan oleh PDAM masih kurang baik, terdapat disparitas antara 
prestasi dan kesenjangan kemereataan air yang ada di Kabupaten Mamuju. 
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C. Implikasi Disparitas Pendisitribusian Air PDAM kepada Masyarakat 
Perkotaan Kabupaten Mamuju. 
Distribusi air yang kurang merata dilapangan mengakibatkan masalah-masalah 
sosial di masyarakat umum, mengingat bahwa air merupakan pokok utama 
kehidupan. Bukan hanya persoalan mandi dan dahaga, namun lebih kepada untuk 
pemenuhan segala aktivitas yang berkonsekuensi pada keberlanjutan kehidupan 
manusia. Air bersifat sangat primer bagi kehidupan yang semestinya menjadi acuan 
pokok kerja PDAM Kab. Mamuju terlepas dari kepentingan-kepentingan administrasi 
yang memperoleh banyak prestasi.  
Sewajarnya terjadi sinkronisasi dalam pencapaian kinerja, jika dari segi 
manajemen lembaga mendapat predikat baik, maka akan berimplikasi pula pada 
konsentrasi kerja di lapangan. Namun faktanya, inkonsistensi antara kerja-kerja 
administrasi kantor dengan kerja-kerja praktek lapangan yang bersentuhan langsung 
dengan masyarakat sebagai aktor utama yang menikmati air tidak berjalan beriringan 
dan fatalnya berimplikasi kepada ketidakpuasan masyarakat dengan PDAM Kab. 
Mamuju terlepas dari segala prestasi yang telah di raihnya. Seperti yang dikatakan 
oleh Yeni salah satu warga Kota Mamuju yang berprofesi sebagi ibu rumah tangga 
yaitu: 
“Air dirumah saya itu kadang mengalir kadang juga tidak, biasa juga kalau 
mengalir airnya itu keruh dan tidak baik dipakai untuk memasak. Saya selaku 
ibu rumah tangga sangat tidak puas dengan hal itu”.64 
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Jelas diketahui bahwa, komentar dari masyarakat ini menjadi nilai negatif bagi 
PDAM Kab. Mamuju. Hal ini merupakan wujud disparitas dari kesenjangan kerja 
yang berdampak sangat tidak baik bagi pencapaian PDAM Kab. Mamuju itu sendiri.  
Air dalam kehidupan sehari-hari adalah nafas kehidupan manusia, bukan hanya 
untuk bertahan hidup semata namun air dapat di jadikan ladang usaha bagi beberapa 
masyarakat. Bukan sekedar usaha dalam hal air untuk di minum, namun juga dapat 
menjadi berbagai macam hal, misalnya usahan loundry yang tentunya membutuhkan 
air banyak dan lancar, juga semacam usaha pencucian motor/mobil yang sangat 
membutuhkan banyak air sebagai pokok utama usahanya. Namun, ketika distribusi 
air dari PDAM tidak stabil dan tidak teroptimalisasi dengan baik, maka dampak yang 
sangat sulit akan di rasakan oleh pengusaha-pengusaha semacam ini. Seperti yang 
dikatakan oleh Sabri salah satu warga yang memiliki usaha jasa cuci motor dan mobil 
di kota Mamuju. 
“Air yang saya gunakan untuk usaha saya itu bukan dari PDAM karena kalau 
mau memakai air PDAM sangat susah. Di daerah sini saja banyak warga yang 
mengeluh tentang air PDAM yang sering sekali tidak mengalir dan kadang juga 
airnya kotor”65 
Dapat di interpretasikan bahwa, memang karena sudah tidak kondusifnya 
kemerataan dan kelancaran distribusi air di masyarakat Kab. Mamuju dari PDAMnya 
sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat untuk menggunakan air 
melalui PDAM. Hal ini akan berdanpak jauh lebih buruk ketika pihak PDAM tidak 
                                                           




segera mengambil langkah jitu untuk mengelolah manajemen kerja di lapangan. 
Misalnya, mencari langkah konkrit untuk mengatasi masalah yang menyebabkan 
tidak efisiennya kinerja di lapangan dan menciptakan kembali kepuasan masyarakat 
atas kendala air yang telah mereka alami. 
Selain itu juga terdapat banyak sekali implikasi disparitas yang terdapat di 
masyarakat seperti terdapat beberapa wilayah yang kurang maksimal mendapatkan 
aliran air terutama pada daerah dataran tinggi atau pegunungan; dan air bersih yang 
digunakan dalam keperluan rumah tangga sangat sukar ditemukan. Namun, dengan 
melihat banyaknya prestasi yang diterima oleh PDAM Kab. Mamuju sangat tidak 
relevan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh 
PDAM tersebut.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Abd. Mutalib selaku Kabag 
Teknik PDAM Tirta Manakarra yang mengatakan bahwa: 
“Prestasi yang diterima oleh PDAM Tirta Manakarra itu dalam bidang 
administrasi operasional saja. Kalau dalam teknisnya masih banyak kekurangannya 
misalnya saja alat-alat dan pipa yang ada di lapangan itu masih banyak yang tidak 
bagus dan susah didapat”.66 
 
Prestasi dalam bidang administrasi tidak menjamin baiknya layanan yang ada di 
lapangan, dengan mengingat bahwa masih banyaknya kekurangan alat dan rusaknya 
sebagian pipa yang ada sehingga menyebabkan tidak efektifnya pendistribusian air 
kepada masyarakat Mamuju.  
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Disparitas atau kesenjangan pendistribusian air di Kab. Mamuju merupakan 
masalah yang cukup memprihatinkan bagi masyarakat sekitar, pendistribusian air 
yang tidak merata diberbagai daerah pada waktu tertentu menyebabkan banyaknya 
masyarakat yang mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM Kab. Mamuju. 
Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga yang memiliki usaha indekos yaitu 
Bapak Nasir yang kurang mendapatkan pelayanan yang baik dari PDAM. 
“Selama saya berlangganan air di PDAM, pelayanannya kadang memuaskan 
dan kadang tidak. Dalam artian, sering kali air tidak mengalir kalau musim 
penghujan. Nah dampak yang saya rasakan yaitu banyak orang yang ada di kos-
kosan saya yang mengeluh, apalagi orang yang kerja di kantoran dan 
mahasiswa. Tidak jarang diantara mereka yang pindah di kos-kosan lain yang 
memakai sumur bor”.67 
 
Kurangnya alat dan terdapatnya beberapa pipa yang bocor menjadi salah satu 
penyebab masalah ini terjadi. Hal ini kemudian berlarut-larut dan menjadi pemicu 
ketidakpuasan masyarakat kepada PDAM Kab. Mamuju karena berdampak pula 
kepada penghasilan masyarakat. Seharusnya PDAM Kab. Mamuju tanggap dalam 
meminimalisir permasalahan ini dengan mempertimbangkan anggaran yang cukup 
besar masuk di kas PDAM dari pemerintah. 
Nilai Penyertaan Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya 
(PPPYBDS) pada PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju per akhir tahun 2017 
sebesar Rp. 35.518.707.680,00. Dari jumlah tersebut yang telah dicatat di neraca 
sebesar Rp. 18.895.840.680,00. Bentuk PPYBDS tersebut berupa Pembangunan 
SPAM IKK Tarailu, Pembangunan SPAM IKK Kalukku, Pembangunan SPAM 
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Pati’di I, Pembangunan SPAM Pati’di II, Pembangunan Instalasi Distribusi, 
Perpipaan Distribusi SPAM Kalukku, Peripaan Distribusi SPAM Simboro dan 
Kepulauan, dan Perpipaan Distribusi SPAM Tarailu. Jumlah tersebut berasal dari 
dana APBN melalui DIPA Kementerian Pekerjaan Umum. 
Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dan subsidi Pemerintah Daerah serta 
Hibah sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp. 10.481.080.370,71. Penyertaan 
modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 7.951.837.202,17 diserahkan dalam bentuk 
aset tetap berupa pembangunan IPA, pembangunan jaringan pipa distribusi, 
pengadaan pompa dan genset, relokasi IPA Parung-Parung, upgrading IPA sebesar 
Rp. 7.452.191.000,00, dan tambahan penyertaan modal tahun 2016 sebesar 
Rp.499.646.202,17 diserahkan dalam bentuk pengalihan saldo untang kepada 
pemerintah pusat menjadi penyertaan modal pemerintah daerah. Nilai hibah dari 
pemerintah kabupaten Mamuju sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar 
Rp.2.529.243.168,54. Nilai hibah tersebut adalah saldo nilai hibah dari pemerintah 
Kabupaten Mamuju sejak tahun 1999.68 
Banyaknya dana yang di anggarkan ke PDAM Kab. Mamuju tentunya dapat 
dipahami adalah untuk membangun keperluan-keperluan PDAM dalam memudahkan 
kerja-kerja kedepan. Namun, terlepas dari semua program pendistribusian anggaran, 
seharusnya masalah urgent yang seperti telah di jelaskan tadi dapat di selesaikan dan 
menjadi prioritas pengerjaan PDAM Kab. Mamuju.  
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Tuntutan kebijakan distribusi air yang adil tidak saja dihadapkan pada masalah 
kelangkaan air, namun juga pada prinsip pemenuhan kebutuhan dasar manusia 
terhadap air. Kebijakan distribusi air yang adil pada keadaan ini tidak saja tergantung 
pada kearifan pemerintah, namun juga harus didukung oleh kemauan masyarakat 
bekerjasama memahami, menyadari, dan akhirnya merelakan pihak lain memperoleh 
pemenuhan yang seimbang akan haknya terhadap air. Seperti pada penjelasan QS. An 
Nahl Ayat 90 sebagai berikut: 
* ¨β Î) ©! $# ããΒ ù' tƒ ÉΑô‰yè ø9 $ Î/ Ç≈|¡ ôm M}$# uρ Ç›!$ tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4†n1ö à) ø9 $# 4‘sS ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ï !$ t±ós x ø9 $# 
Ì x6Ψßϑø9 $# uρ Ä øöt7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3ÝàÏè tƒ öΝ à6̄=yè s9 šχρã©.x‹ s? ∩⊃∪  
Terjemahnya: 
90.  Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran.69 
Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap 
perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang 
lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah 
memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat 
sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang 
mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang 
tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang 
lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing kalian menuju 
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kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan 
menaati firman-firman-Nya.70 
Ayat ini dapat di interpretasikan kedalam pembahasan ini mengenai rasa 
keadilan antar sesama, saling bijak dalam segala persoalan yang di hadapi dan saling 
memberi pengajaran untuk mengingatkan dalam beraktualisasi dalam kehidupan 
masing-masing. Sama halnya dengan teori keadilan yang di kutip dari pemikir Rawls 
yang menyatakan bahwa keadilan akan tercapai, apabila ada bentuk kerja sama sosial 
–social cooperation dengan kata lain, keadilan air hanya akan terpenuhi apabila 
masyarakat mau bekerja sama untuk menjamin terciptanya pemenuhan hak atas air 
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                                                      BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menyajikan berbagai uraian dalam bab-bab sebelumnya 
tentang disparitas pelayanan PDAM di masyarakat perkotaan kabupaten Mamuju, 
maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
Bentuk disparitas pelayanan PDAM Kota Mamuju yaitu secara struktur dan 
administratif mendapat banyak penghargaan dan prestasi, namun praktek kerja di 
lapangan masih mendapat banyak kesulitan kerja. Air masih menjadi masalah utama 
bagi masyarakat kota Mamuju, baik dari segi kelambatan hingga pada ketidak-
merataan pendistribusian air yang dirasakan masyarakat kota Mamuju. Penyebab 
disparitas pelayanan PDAM di masyarakat Kab. Mamuju adalah mengenai 
pendistribusian air yang secara kuantitas dan kualitas masih belum merata, hal ini di 
akibatkan karena keadaan geografis Kab. Mamuju dan kurangnya peralatan dan 
masih banyak bidang-bidang aliran air yang rusak, seperti pipa yang bocor.  
Hal ini berimplikasi kepada ketidakpuasan masyarakat terhadap PDAM Kab. 
Mamuju mengenai pelayanan yang diberikan karena menghambat aktivitas 
masyarakat yang sehari-harinya tidak terlepas dari keperluan air, baik untuk 
kebutuhan minum, mandi dan kebutuhan menjalankan aktivitas usaha/roda ekonomi 
di masyarakat.  
Selain itu juga terdapat banyak sekali implikasi disparitas yang terdapat di 
masyarakat seperti terdapat beberapa wilayah yang kurang maksimal mendapatkan 
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aliran air terutama pada daerah dataran tinggi atau pegunungan; dan air bersih yang 
digunakan dalam keperluan rumah tangga sangat sukar ditemukan. Namun, dengan 
melihat banyaknya prestasi yang diterima oleh PDAM Kab. Mamuju sangat tidak 
relevan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh 
PDAM tersebut.  
 
B. Implikasi 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa: 
1. Pemerintah diharapkan mendengarkan keluhan dari masyarakat dan 
mengkoordinasikan langkah-langkah apa yang harusnya ditempuh bersama 
PDAM dalam rangka mengatasi disparitas pendistribusian air. 
2. PDAM Tirta Manakarra diharapkan dapat membuat kebijakan pengelolaan aset 
yang baik, menyediakan alat yang dianggap sering mengalami kerusakan 
sehingga tidak memakan waktu lama dalam penyediaan alat tersebut, 
memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, yang dapat menghambat 
pendistribusian air, serta lebih memperhatikan keluhan-keluhan yang dirasakan 
oleh masyarakat. 
3. Masayarakat bisa bekerja sama dengan baik dengan PDAM Tirta Manakarra 
Kabupaten Mamuju dengan cara tidak melakukan tindak kecurangan (pencurian 
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